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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan 

berdasar pada hasil putusan bersama Menteri Agama Republik 

Indonesia No.158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. 

Transliterasi  tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab 

yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata arab 

yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah 

sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI). 

A. Konsonan Tunggal 

No. 
Huruf  

arab 

Nama 

Latin 
Huruf latin Nama 

 alif  - Tidak dilambangkan ا .1

 - ba’ B ب .2

 - ta’ T ت .3

 - tsa’ Tsa ث .4

 - jim J ج .5

 - ha’ Ha ح .6

 - kha’ Kh خ .7

 - Dal D د 8

 - dzal Dzal ذ .9

 - ra’ R ر .10

 - Zai Z ز .11

 - Sin S س .12

 - syin Sy ش .13

 s}ad s} es dengan titik di bawah ص .14

 d}ad d} de dengan titik di bawah ض .15

 t}a’ t} te dengan titik di bawah ط .16

 z}a’ z} zet dengan titik di bawah ظ .17
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No. 
Huruf  

arab 

Nama 

Latin 
Huruf latin Nama 

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع .18

 - gain G غ .19

 - fa’ F ف .20

 - qaf Q ق .21

 - kaf K ك .22

 - lam L ل .23

 - mim M م .24

 - nun N ن .25

 - waw W و 26

 - ha’ H ه .27

 hamzah ‘ apostrop ء .28

 - ya’ Y ي .29

 

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis 

lengkap 

 ditulis Ahmadiyyah : احمديّه

 

C. Ta’ Marbutah 

1. Transliterasi Ta’ Marbu>t}ah hidup dengan h}arakat, 

fath}ah, kasrah, dan d}amah, maka ditulis dengan “t” 

atau “h”. 

Contoh: الفطر -Zaka>t al-Fit}ri atau Zaka>h al : زكاة 

Fit}ri 

2. Transliterasi Ta’ Marbu>t}ah mati dengan “h” 

Contoh: طلحة – T{alh}ah 

Jika Ta’ Marbu>t}ah diikuti kata sandang “al”dan 

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta’ marbu>t}ah itu 

ditransliterasikan dengan “h” 

Contoh: روضة الجنة – Raud}ah al-Jannah 
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3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab 

yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia 

 ditulis Jama>’ah : جماعة

4. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, 

ditulis t 

 ditulis Ni’matullah>h : نعمة الله

 ditulis Zaka>t al-Fit}ri : زكاة الفطر

D. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, 

terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap 

atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa 

tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

No. 
Tanda 

Vokal 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

1. 
-----  َ ----

- 
Fath}ah A a 

2. 
-----  َ ----

- 
Kasrah I i 

3. 
-----  َ ----

- 
Dammah U u 

Contoh: 

 – يذهب    Kataba - كتب

Yaz\habu 

 – ذكر    Su’ila – سئل

Z|ukira 

2. Vokal Rangkap/Diftong 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya 

berupa gabungan antara harakat dan huruf, 

transliterasinya sebagai berikut: 
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No. 
Tanda 

Vokal 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

A.   ي  َ  
Fath}ah dan 

ya’ 
Ai a dan i 

B.   و  َ  
Fath}ah dan 

awa 
Au a dan u 

Contoh: 

فكي  : Kaifa    حول : H{aula 

 

E. Vokal Panjang (Maddah) 

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa 

h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

No. 
Tanda 

Vokal 
Nama Latin Nama 

َ  ا .1  
Fath}ah dan 

alif 
á 

a bergaris 

atas 

ي .2  َ  
Fath}ah dan 

alif layyinah 
á 

a bergaris 

atas 

ي  .3  َ  
Kasrah dan 

ya’ 
í 

i bergaris 

atas 

َ  و  .4  
Dammah 

dan waw 
ú 

u bergaris 

atas 

 Contoh: 

 Tuh}ibbūna :  تحبون 

 al-Insán : الأنسان 

 <Rama :  رمى 

 Qi>la :  قيل  

 

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata 

dipisahkan dengan Apostrof 

 ditulis a’antum : أأنتم

 ditulis mu’annas : مؤنث
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G. Kata Sandang Alif + Lam 

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf 

kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” 

dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat 

yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan 

contoh-contoh berikut ini: 

1. Al-Ima>m al-Buka>riy mengatakan… 

2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya 

menjelaskan… 

3. Masya>’Alla>h ka>na wa ma> lam yasya’ lam yakun. 

4. Billa>h ‘azza wa jalla 

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al- 

 ditulis al-Qur’a>n : القر ان .6

7. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan 

huruf Syamsiyah yang mengikutinya 

 ditulis as-Sayyi’ah : السيّة

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) 

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan 

dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah 

maupun di akhir. 

Contoh: 

 Muh}ammad : محمد

 al-Wudd : الود ّ 

I. Kata Sandang “ ال “ 

Kata sandang ang diikuti oleh huruf qamariyyah dan 

huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

Contoh:  

 al-Qur’an : القرأن 

 al-Sunnah : السنة
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J. Huruf Besar/Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal 

huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan 

dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman 

pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) 

yakni penulisan huruf capital pada awal kalimat, nama diri, 

setelah kata sandang “al”, dll. 

Contoh: 

 <al-Ima>m al-Gaza>li : اللامام الغ الي

 <al-Sab’u al-Mas\a>ni : السبع المثاني

Penggunaan huruf capital untuk Allah<h berlaku bila 

dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan 

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 

maka huruf capital tidak digunakan. 

Contoh: 

 Nasrun minalla>hi : نصرمن الله

 <Lilla>hi al-Amr jami>a : لله تللآمرجميعا 

 

K. Huruf Hamzah 

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas 

(‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. 

Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah 

hanya ditransliterasikan harakatnya saja. 

Contoh: 

 Ih}ya>’ ‘Ulu>m al-Di>n : أحياءعاوم الدين 

 

L. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim 

atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kaa tertentu yang 

penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan 

dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang 

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata 
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tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

ير الرازقين وان الله لهو خ  : wa innalla>ha lahuwa khair al-

Ra>ziqi> 

 

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat 

1. Ditulis kata per kata, atau 

2.  Ditulis menurut bunyi atau pengucapanya dalam 

rangkaian tersebut 

 ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam : شيخ الأسلام 
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ABSTRAK 
 

Fikri Zafar Shodiq, 2026. Politik Hukum Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2025 Prespektif Civil Military relations di 

Indonesia. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara 

Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Pembimbing: Yunas Derta luluardi, M.A. 

Penelitian ini mengkaji politik hukum pembentukan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 

Nasional Indonesia dalam perspektif civil-military relations di 

Indonesia. Perubahan undang-undang ini membawa tiga 

pokok perubahan utama, yaitu perluasan kementerian/lembaga 

yang dapat diisi prajurit TNI aktif (Pasal 47), peningkatan 

batas usia pensiun prajurit (Pasal 53), serta perluasan tugas 

pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (Pasal 7), 

yang menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensinya 

dengan prinsip supremasi sipil. Penelitian ini bertujuan 

menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana politik 

hukum pembentukan undang-undang tersebut dan bagaimana 

perspektif civil-military relations di dalamnya. Penelitian 

menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, konseptual, dan sejarah, dengan 

menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier 

melalui studi kepustakaan serta metode analisis preskriptif. 

Kerangka teori yang digunakan adalah teori politik hukum 

Mahfud MD dan teori civil-military relations Samuel P. 

Huntington. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik 

hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 cenderung 

berkarakter ortodoks/konservatif, ditandai oleh arah kebijakan 

yang meluas melampaui urgensi teknis awal, konfigurasi 

politik yang tersentralisasi dan tertutup, materi muatan yang 

memperluas kewenangan TNI tanpa penyeimbang 

pengawasan yang memadai, serta kesesuaian yang hanya 

parsial dengan tujuan negara. Ditinjau dari kerangka 

Huntington, undang-undang ini menampilkan karakter 
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ambivalen: struktur formal supremasi sipil tetap 

dipertahankan, namun substansi pengaturannya berpotensi 

melemahkan profesionalisme militer, mengaburkan 

pemisahan ranah sipil-militer, dan menggeser kontrol sipil dari 

model objektif menuju kecenderungan yang lebih subjektif. 

Kondisi ini dimaknai sebagai fenomena reformasi semu. 

Penelitian merekomendasikan penguatan pengawasan 

parlementer, percepatan revisi UU Peradilan Militer, 

penyusunan aturan pelaksana yang restriktif, penegasan 

delimitasi kewenangan lintas lembaga, penguatan lembaga 

pengawas sipil, dan pembukaan partisipasi publik yang 

bermakna. 

Kata Kunci: Politik Hukum, Undang-Undang TNI, Civil-

Military Relations, Supremasi Sipil, Huntington 
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ABSTRACT 
 

Fikri Zafar Shodiq, 2026. The Legal Politics of Law Number 

3 of 2025: A Civil–Military Relations Perspective in 

Indonesia. Undergraduate Thesis., Thesis of Constitutional 

Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Yunas Derta 

luluardi, M.A. 

This study examines the legal politics behind the 

enactment of Law Number 3 of 2025 on the Amendment to 

Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National 

Armed Forces (TNI), viewed through the lens of civil-military 

relations in Indonesia. The amendment introduces three major 

changes: an expansion of the ministries/agencies that active 

TNI personnel may occupy (Article 47), an increase in the 

mandatory retirement age of soldiers (Article 53), and a 

broadened scope of TNI's core duties in Military Operations 

Other Than War (Article 7), raising questions about their 

consistency with the principle of civilian supremacy. This 

research addresses two problems: how the legal politics behind 

the formation of the law unfolded, and how the law can be 

assessed from a civil-military relations perspective. The study 

employs normative juridical research using statutory, 

conceptual, and historical approaches, analyzing primary, 

secondary, and tertiary legal materials through library research 

and prescriptive analysis. The theoretical frameworks applied 

are Mahfud MD's theory of legal politics and Samuel P. 

Huntington's theory of civil-military relations. The findings 

indicate that the legal politics underlying Law Number 3 of 

2025 tend toward an orthodox/conservative character, 

evidenced by a policy direction that expanded well beyond its 

initial technical urgency, a centralized and closed political 

configuration, substantive content that broadens TNI's 

authority without a corresponding strengthening of oversight 

mechanisms, and only partial alignment with the state's 

constitutional objectives. Assessed against Huntington's 

framework, the law displays an ambivalent character: the 
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formal structure of civilian supremacy is retained, yet its 

substantive provisions risk weakening military 

professionalism, blurring the separation between civilian and 

military spheres, and shifting civilian control from an objective 

toward a more subjective model. This condition is interpreted 

as a phenomenon of pseudo-reform, or an involution of 

security sector reform. The study recommends strengthening 

parliamentary oversight, accelerating the revision of the 

Military Justice Law, drafting restrictive implementing 

regulations, clarifying inter-agency jurisdictional boundaries, 

strengthening civilian oversight institutions, and opening 

meaningful public participation. 

Keywords: Legal Politics, TNI Law, Civil-Military Relations, 

Civilian Supremacy, Huntington 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dalam upaya memperkuat sistem pertahanan 

negara sekaligus meningkatkan profesionalisme 

prajurit, Indonesia terus menyesuaikan peran Tentara 

Nasional Indonesia (TNI) dengan dinamika tantangan 

keamanan modern. Penyesuaian tersebut tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang 

TNI, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2004.1 Regulasi baru ini membawa 

tiga pokok perubahan utama, yaitu: (1) perluasan 

kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit 

TNI aktif, yang terdapat pada pasal 47 yang bertambah 

dari 10 menjadi 14 (2) peningkatan batas usia pensiun 

prajurit, yang terdapat dalam pasal 53, serta (3) 

penyesuaian tugas pokok TNI dalam operasi militer 

selain perang (OMSP) yang terdapat pada pasal 7 

jumlah tugas pokok yang di isi prajurit aktif bertambah 

dari 14 menjadi 16.2 Namun, subtansi perubahan 

tersebut membawa dinamika tersendiri dalam dalam 

hubungan anatara otoritas sipil dengan institusi militer 

di Indonesia.  

 
1 Amran, Asbullah, Danil, Ramli Haba,” Analisis Hukum Terhadap 

Perubahan Norma Undang- 

Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia”, Law 

journal Universitas Sawerigading Makassar, No.1 (2022): 10-18. 
2 Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang 

Tentara Nasional Indonesia” (2025), 

https://peraturan.bpk.go.id/Details/319166/uu-no-3-tahun-2025. 
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Idealnya, dalam negara demokratis, Tentara 

Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan 

negara berada di bawah kendali penuh otoritas sipil 

(supremasi sipil). Prinsip ini merupakan inti dari 

konsep hubungan sipil dan militer, hubungan yang 

tekanan keseimbangan antara profesionlisme militer 

dan otoritas pemerintahan sipil yang menjalankan 

kontrol serta pengawasan terhadap penggunaan 

kekuatan militer. Dalam konteks ini, setiap kekuatan 

yang menyangkut peran Tentara Nasional Indonesia 

(TNI) harus memastikan bahwa militer tidak 

mengambil ranah sipil, serta tetap menjalankan mandat 

sesuai konstitusi.3 

Permasalahan muncul ketika substansi 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 dinilai 

membuka peluang perluasan peran militer pada sektor-

sektor sipil. Misalnya, penempatan prajurit aktif dalam 

jabatan sipil strategis atau keterlibatan TNI dalam 

fungsi yang sebelumnya merupakan dominan sipil. Hal 

ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh 

mana perluasan kewenangan tersebut tetap sejalan 

dengan prinsip supremasi sipil, serta mengenai apakah 

perubahan undang-undang ini memperkuat demokrasi 

melalui profesionalisme TNI, atau justru menimbulkan 

potensi kaburnya batas antara ranah militer dan sipil.4 

dan mengenai politik hukum tentang undang-undang 

tersebut. 

 
3 Amran, Asbullah, Danil, Ramli Haba,” Analisis Hukum Terhadap 

Perubahan Norma Undang- 

Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia”, Law 

journal Universitas Sawerigading Makassar, No.1 (2022): hal-16 
4 Bruneau, & Matei,(2021). Buku pegangan Routledge tentang hubungan 

Civil-Military Relations. Hal-28 
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Selain itu, persoalan pengawasan terhadap 

penggunaan kewenangan TNI juga mengemuka. Jika 

ruang gerak militer semakin luas, maka kejelasan 

mekanisme kontrol sipil menjadi kunci. Tanpa 

pengawasan yang kuat, relasi sipil–militer dapat 

mengalami ketidakseimbangan, yang dimana dalam 

sejarah banyak negara sering menjadi pemicu 

melemahnya demokrasi. Dari persoalan-persoalan 

tersebut, dapat dilihat bahwa Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2025 tidak hanya berkaitan dengan aspek legal 

dan struktural pertahanan negara, tetapi juga 

berdampak pada arah demokratisasi hubungan sipil–

militer di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk 

mengkaji produk hukum ini melalui perspektif politik 

hukum dan civil-military relations agar dapat 

menjawab apakah undang-undang ini sejalan dengan 

prinsip konstitusional tentang supremasi sipil dan 

profesionalitas TNI. 

. Dengan demikian, analisis kritis terhadap arah 

politik hukum TNI dalam undang-undang terbaru ini 

menjadi sangat relevan untuk memahami sejauh mana 

negara mampu menjaga keseimbangan antara 

kebutuhan pertahanan dengan prinsip-prinsip 

demokratis. Pada uraian di atas peneliti ingin mencari 

politik hukum melalui prespektif Civyl-military yang 

persoalanya semakin relevan mengingat sejarah 

panjang militer di Indonesia, yang memiliki peran 

terhadap politik nasional. Perubahan undang-undang 

ini membawa membawa konsekuensi terhadap 

struktur, fungsi dan hubungan militer dengan institusi-

institusi sipil. Untuk itu penelitian ini memiliki tujuan 

mengkaji politik hukum dan memahami menganalisis 

ke dalam skripsi yang berjudul “POLITIK HUKUM 
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UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 

TENTANG TNI DALAM PRESPEKTIF CIVIL 

MILITARY RELATIONS DI INDONESIA” 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana Politik Hukum Undang-undang nomor 

3 tahun 2025 tentang perubahan undang-undang 

nomor 34 tahun 2004? 

2. Bagaimana perspektif civil-military relations 

dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025?   

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penulis mengemukakan tujuan sebagai berikut: 

1. Mengeksplor dinamika politik hukum dalam proses 

pembentukan Undang-Undang tentang Tentara 

Nasional Indonesia (TNI). 

2. Menganalisis substansi Undang-Undang TNI yang 

berlaku saat ini dari perspektif civil-military 

relations. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini dimaksud bisa 

menambah keilmuan mengenai pengembangan 

kajian politik hukum menambah pemahaman 

bagaimana terbentuknya UU TNI 2025 yang 

mencerminkan arah politik nasional hukum. 

2. Manfaat Praktis: Memberikan masukan dan 

rekomendasi kepada Lembaga Negara Tentara 

Nasional Indonesia (TNI) dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia Komisi I dalam rangka 

penyempurnaan regulasi terkait TNI dan penguatan 
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relasi sipil-militer yang sehat dan demokratis di 

Indonesia. 

E. KERANGKA TEORI  

Penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep dan 

teori yang relevan, antara lain: 

1. Teori Politik Hukum 

Politik hukum ini kebijakan mendasar yang 

menjadi pedoman dalam menentukan bentuk,arah 

dan pokok hukum yang akan dirancang dan 

diterapkan oleh negara. Menurut Mahfud MD, 

politik hukum berfungsi sebagai alat untuk 

mewujudkan tujuan negara dan mencerminkan 

kehendak serta kepentingan kekuasaan politik yang 

tengah berkuasa.5 

Menurut Sajipto Rahardjo, politik hukum 

merupakan upaya untuk menentukan dan memilih 

metode terbaik dalam mencapai tujuan sosial 

dengan menetapkan aturan tertentu dalam 

masyarakat. Dalam konteks ini, terdapat  

pertanyaan penting yang perlu dijawab, antara lain: 

1) tujuan yang akan dicapai melalui tatanan yang 

akan diterapkan; 2) cara yang efektif dalam 

mencapai tujuan tersebut; 3) kapan dan bagaimana 

hukum perlu diubah; 4) mungkinkah membuat 

struktur yang jelas dan stabil untuk membantu 

dalam memilih tujuan dan cara terbaik untuk 

mencapainya. 

Secara Bahasa, politik hukum adalah jenis 

interpretasi yang berasal dari bahasa Belanda 

 
5 Anggoro, S. A, Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan,Malang: 

Fakultas Hukum Universitas   Universitas Brawijaya, 2019) hal-45-47 
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“Rechtpolitiek” berarti politik hukum adalah 

“beleid” yaitu dalam bahasa Indonesia dinamakan 

sebagai strategi, Adapun menurut beberapa ahli 

kata strategi dapat dimaknai sebagai 

berkembangan kegiatan yang diajukan sekelompok 

atau pemerintah yang memperlihatkan kendala di 

waktu tertentu dan membuka pintu untuk 

melaksanakan proposisi untuk pendekatan untuk 

mencapai tujuan.6 

Sementara itu, menurut pakar hukum 

Indonesia, misalnya padmo wahjoyo, politik 

hukum merupakan suatu strategi organisasi negara 

yang bersifat dasar guna arah, struktur dan isi 

dalam suatu peraturan yang akan di rancang serta 

alat ukur apa yang akan di gunakan untuk menolak 

sesuatu yang berkenaan dengan peraturan dimasa 

mendatang.7 Politik hukum juga berfungsi untuk 

menanggapi dinamika masyarakat dan berupaya 

mewujudkan kesejahteraan yang merata, meskipun 

tantangan dalam implementasinya tetap ada.8 

Dalam konteks ini, politik hukum berperan penting 

dalam memenuhi hak-hak sipil dan sosial-ekonomi 

masyarakat, serta menciptakan kesejahteraan yang 

lebih merata.9 

Kesimpulam dari pengertian di atas adalah 

adanya kesamaan esensi dengan politik hukum hal 

 
6 M.Hum Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., Dinamika Politik 

Hukum Di Indonesia, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2018). Hal-19-24 
7 Febrianty, Y.Hamid & Rumbewas, Z,.Politik hukum negara dalam menuju 

masyarakat Sejahtera, (2022) 
8 Politik hukum negara dalam menuju masyarakat sejahtera. (2022). Hal 7 

-10 
9 ratama, F. (2019). Legal Politics Aspect of Regulation, Efforts of 

Safeguard, Supervision, and Control Over the Comercial hal 19 
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tersebut terdapat didalam kata kebijakan untuk 

menetukan sebuah arah. Sebuah bentuk aturan 

yang sedang berlaku atau akan berlaku, dari isi 

aturan yang akan disahkan demi mencapai tujuan 

bangsa yang telah diputuskan oleh pemerintah. 

Sederhanannya politik hukum bila di lihat dari 

sudut pandang masyarakat bisa diartikan sebuah 

pertanyyan mengenai hukum itu akan dibawa 

kemana dan mau seperti apa hukum dibuat untuk 

menuju cita-cita yang telah di tetapkan oleh 

undang-undang dasar. Dengan begitu maka politik 

hukum mempunyai dua sisi yang saling melekat, 

pertama,berguna sebagai petunjuk arah dalam 

proses pembuatan (legal policy) oleh lembaga yang 

berwenang. Kedua, sebagai penilai untuk 

mengukur kesesuaian peraturan dengan tujuan 

negara.10 

Menurut prof Mahfud MD ensensi politik 

hukum berfokus pada hubungan antara kekuatan 

politik dan produk hukum, beliau menekankan 

bahwasanya konfigurasi politik yang ada bisa 

mempengaruhi bentuk serta sifat hukum yang di 

buat oleh negara. Dalam hal ini hukum yang di 

bentuk melalui sebuah proses legislasi tidak bisa 

lepas dari kepentingan atau politik, beliau juga 

menyampaikan jika sistem politik bersifat 

demokratis, maka produk hukumnya cenderung 

responsif. Sebaliknya, jika otoriter, produk hukum 

yang dihasilkan akan cenderung konservatif. Di 

 
10 Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, POLITIK HUKUM Di Indonesia, 7th ed. 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2020).hal 2-3 
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dalam politik hukum mempunyai beberapa aspek 

penting di dalamnya seperti;11 

a. kebijakan resmi: politik hukum adalah sebuah 

kebijakan yang resmi mengenai aturan yang 

akan diterapkan di sebuah negara, baik melalui 

pembuata aturan yang baru maupun pergantian 

aturan dalam rangka meraih tujuan sebuah 

negara. 

b. kepentingan politik: konfigurasi politik yang 

ada bisa mempengaruhi bentuk dan sifat hukum 

yang di bentuk oleh negara. 

c.  perubahan hukum: politik hukum dapat 

berubah sesuai dengan perubahan politik. 

Politik hukum mempunyai peranan guna 

merancang strategi dan tujuan yang nantinya akan 

diarahkan dalam pengimplementasian dalam 

sebuah produk hukum dalam sebuah negara. Prof 

Moh Mafud MD menyampaikan, “politik hukum 

ialah kebijakan yang sudah dilaksanakan secara 

nasional oleh pemerintahan Indonesia”. Dari 

penjelasan tadi politik hukum menliputi, sedikitnya 

ada tiga: pertama, kebijakan negara (garis resmi) 

atau bisa disebut sebagai susbtansi tentang aturan 

yang akan disahkan atau tidak guna mencapaian 

tujuan sebuah negara, kedua,latar belakang di 

dalamnya berisi politik, ekonomi, sosial, budaya 

(poleksosbud) atas lahirnya produk hukum, ketiga, 

penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.12 

 
11 Prof. Dr. Moh. Mahfud MD. Hal-17-19 
12 Moh. Mahfud MD, POLITIK HUKUM Di Indonesia. Hal. 3-4 
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F. PENELITIAN RELEVAN 

Penelitian terkait politik hukum UU TNI 

Nomor 3 Tahun 2025 atas perubahan dari undang-

undang nomor 34 tahun 2004 terhadap perubahan 

tugas Militer dan penambahan pengisian jabatan sipil 

oleh prajurit TNI, penelitian seperti ini sudah ada di 

lakukan namun dengan berbagai bentuk dan versi 

berbeda beda dari yang saya buat. Untuk memperkaya 

data dan mendukung penelitian ini, serta mencegah 

pengulangan topik, diperlukan kajian serupa yang telah 

dilakukan sebelumnya. Studi terdahulu yang sejalan 

dengan topik penelitian dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 1. 1 penelitian terdahulu 

No 

Penulis, 

Judul 

(Tahun) 

Metode,Pendek

atan Teori 
Kesimpulan 

1 Muhammad 

Hendrik 

Novavah, 

Analisis 

Yuridis 

Undang-

undang 

No.34 Tahun 

2004 Tentang 

Kedudukan 

dan Peran 

Tentara 

Nasional 

Indonesia 

Dalam 

Lembaga 

Kepemerinta

• Penelitian 

Hukum 

Normatif, 

Pendekata

n pe-

undang-

undangan 

dan 

Koseptual 

• Teori 

Politik 

Hukum 

dan Teori 

Negara 

Hukum 

Dampak dari 

revisi 

undang-

undang TNI 

yaitukembali

nya TNI 

menjadi 

intusi dengan 

dua peran, 

yakni di 

bidang 

militer dan 

sipil. Yang 

Dimana akan 

muncul 

kecemburuan 

internal 
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han Negara, 

2020. 

pemerintahan 

sipil. 

2 Arihan Saleh 

Saputra, 

Analisis 

Yuridis Pasal 

47 Undang-

Undang 

Nomor 34 

Tahun 2004 

Tentang TNI 

Aktif 

Menjadi 

Kepala 

Daerah 

(Study Kasus 

Bupati 

Kabupaten 

Seram Barat 

Maluku) 

2023 

• Metode 

penelitian 

Yuridis 

Normatif 

• Pendekata

n Teori 

Negara 

Hukum 

TNI 

merupakan 

intitusi 

dengan tugas 

pokok dan 

fungsinya 

Adalah 

sebagai alat 

pertahanan 

dan 

keamanan. 

Terjunya 

militer ke 

dalam politik 

merupakan 

suatu 

kemunduran 

demokrasi 

serta 

kembalinya 

dwifungsi 

ABRI yang 

sudah 

dihapus sejak 

masa 

reformasi. 

 

3 

Rifaldi 

Giofani, 

Tinjauan 

Yuridis 

Terhadap 

Politik 

Hukum 

• Metode 

Hukum 

Normatif, 

Pendekata

n 

Perundang

-undangan 

Bahwa 

politik 

hukum 

memiliki 

peran 

strategis 

dalam 
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Perundang-

Undangan Di 

IndonesiA 

(Studi 

Undang-

Undang 

Nomor 13 

Tahun 2019 

Tentang 

MD3) 2020 

dan 

Konseptua

l 

• Teori: 

Politik 

Hukum 

menentukan 

arah 

pembentukan 

peraturan 

undang-

undang di 

Indonesia. 

Melalui 

Undang-

undang 

Nomor 13 

Tahun 2019 

tentang 

MD3, dapat 

dilihat 

bagaimana 

konfigurasi 

politik dan 

kepentingan 

para 

pembentuk 

undang-

undang 

berpengaruh 

terhadap isi 

regulasi. 

4 Nadia 

Zelviana, 

politik 

Hukum 

Pembatasan 

Waktu 

Pengajuan 

Uji Formil di 

Mahkamah 

• Metode, 

Yuridis 

Normatif, 

penelitian 

Pustaka 

pendekata

n 

perundang

-undangan 

Pembatasan 

waktu di 

mahkamah 

konstitusi 

(MK) tidak 

sepenuhnya 

bertentangan 

dengan asas 

keadilan. 



12 
 

 

Konstitusi, 

2021 

dan 

pendekata

n 

konseptual

, 

• Teori: 

Politik 

Hukum, 

Teori 

Keadilan 

 

Karena pada 

praktiknya, 

mahkamah 

konstitusi 

masih masih 

memberikan 

ruang para 

pemohon 

untuk 

mengajukan 

uji formil 

atas 

berlakuknya 

suatu 

undang-

undang. 

Sumber: Muhammad Hendrik Novava,2020. Arihan 

Saleh Saputra, Nadia Zelviana,2023. Rifaldi Giofani, 2020. 

Nadia Zelviana, 2021 

keempat penelitian tersebut sama-sama 

menegaskan pentingnya kajian yuridis dalam 

menelaah dinamika ketatanegaraan Indonesia. Analisis 

mengenai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 

tentang TNI baik dalam konteks kedudukan 

institusional maupun implementasi pasal tertentu, 

menunjukkan bagaimana relasi sipil-militer harus 

dikelola dalam bingkai hukum. Tinjauan terhadap 

politik hukum perundang-undangan, khususnya 

melalui UU MD3 dan pembatasan waktu uji formil di 

Mahkamah Konstitusi, menggarisbawahi upaya 

penataan sistem hukum agar lebih akuntabel dan 

selaras dengan prinsip demokrasi. Dengan demikian, 

keseluruhan penelitian ini relevan karena 

menghadirkan refleksi kritis atas peran hukum sebagai 
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instrumen untuk menyeimbangkan kekuasaan, 

menegakkan konstitusi, serta menjaga harmoni antara 

kepentingan negara, pemerintahan, dan masyarakat. 

G. METODE PENELITIAN  

Metode penelitian adalah sebuah perkembangan 

dari beberapa kegiatan ilmiah yang memahami 

bagaimana sisitem kerja dari laporan ilmiah berjalan, 

guna memahami sebuah objek dan subjek dalam 

sebuah tinjauan sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

hukum yuridis normatif. dengan menganalisis 

Pustaka atau literatur yang berkaitan dengan politik 

hukum. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang mendukung dalam studi tersebut 

sebagai berikut: 

d. Pendekatan Perundang-Undangan 

Dengan cara meninjau serta 

menganalisis relevansi UU dan regulasi dengan 

isu hukum yang terjadi. Ketika menggunakan 

pendekatan ini peneliti perlu memperhatikan 

stuktur norma dalam wujud penataan urutan 

atau hierarki perundang-undangan dengan sifat 

khusus/umum, norma itu ada di dalam 

peraturan perundang-undangan yang lama 

maupun yang baru. Metode ini menitikberatkan 

pada pemahaman peneliti mengenai prinsip-
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prinsip hukum serta teori tentang hierarki 

norma yang diajarkan oleh Han Nawiasky.13 

Pendekatan mengkaji dan menganalisis 

hukum serta peraturan yang berhubungan 

dengan masalah hukum terkini. Selain itu, 

pendekatan perundang-undangan dapat 

digunakan dengan membandingkan regulasi 

yang ada di Indonesia dengan aturan serupa di 

negara lain yang mengatur isu yang sama, 

guna mengevaluasi politik hukum dalam 

pembentukan undang-undang prespektif 

hubungan sipil-militer di Indonesia.  

b. Pendekatan Konseptual 

Pendekatan konseptual dilaksanakan 

dengan tidak beranjak dari aturan peraturan 

perundang-undangan dengan peneliti 

membangun konsep sebagai acuan, konsep 

akan dikonstruksi peneliti dari acara 

penelusuruan sumber hukum sekunder yang 

memberikan banyak informasi tentang 

undang-undang di dalam tema yang tercantum 

dalam buku-buku hukum, artikel hukum dan 

ensiklopedia hukum. 

Penelitian ini berangkat dari pandangan 

serta doktrin hukum yang berkembang guna 

mengidentifikasi pemikiran yang 

menghasilkan pemahaman tentang hukum, 

konsep hukum, dan prinsip hukum yang 

berhubungan dengan dengan permaslahan. 

Pemahaman terhadap doktrin akan menjadi 

 
13 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Qiara Media, 

vol. 5, 2021. Hal-20-21 
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dasar utama dalam penelitian ini guna 

membangun argumentasi hukum yang kuat 

dalam menyelesaikan isu yang ada.14 

e. Pendekatan Sejarah 

Pendekatan sejarah mengunakan sistem 

pelacakan track record history kelembagaan 

hukum atau mencari aturan hukum yang 

diciptakan di masa lalu, baik itu dalam aturan 

tertulis maupun tidak tertulis yang masih 

relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini 

bertujuan untuk memahami filosofi di balik 

aturan hukum, evolusi peraturan, perubahan 

yang terjadi, serta dasar-dasar yang melandasi 

aturan tersebut.15 

3. Sumber Bahan Hukum 

data yang di gunakan dalam studi ini ialah data 

sekunder yang mencakup: 

a. Bahan hukum primer 

hukum primer dalam penelitian ini antara lain: 

a. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 

“tentang Tentara Nasional Indonesia”. 

b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang pembentukan peraturan 

perundang-undangan”. 

c. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang perubahan kedua atas Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011. 

d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 

perubahan kedua Undang-undang 

 
14 Solikin. Hal 7-8 
15 Solikin. Hal 8-10 
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Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 

Nasional Indonesia. 

b. Bahan hukum sekunder 

Hukum sekunder mencakup berbagai 

prinsip atau teori hukum yang diambil dari 

literatur hukum, temuan penelitian dari artikel 

akademis, atau sumber dari situs web. Bahan 

ini dimanfaatkan guna memberikan gambaran 

tentang bahan hukum primer. Didukung dengan 

hukum sekunder, peneliti dapat lebih mudah 

menganalisis hukum primer yang meliputi 

buku, jurnal, artikel, peraturan, dan tulisan-

tulisan terkait lainnya. Karena itulah, bahan 

hukum sekunder berperan penting dalam 

memperkuat dan memperjelas pemahaman 

terhadap bahan hukum primer. 

c. Bahan hukum tersier 

Hukum tersier biasa digunakan untuk 

menguraikan juga melengkapi hukum primer 

serta sekunder. Contoh dari bahan hukum 

tersier adalah kamus hukum.16 

4. Pengumpulan Bahan Hukum 

Penghimpunan ini melalui prosedur 

pencatatan dan pengenalan regulasi perundang-

undangan, pengelompokan serta penyusunan 

sistematis bahan hukum yang relevan dengan studi 

ini. Dengan demikian, metode ini digunakan untuk 

mengumpulkan bahan hukum dalam kajian ini 

ialah studi kepustakaan. Yang meliputi kegiatan 

membaca, menelaah, mencatat, menyusun ulasan 

terhadap bahan pustaka, serta melakukan 
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penelusuran melalui media internet yang 

berhubungan dengan topik. 

Pada Penelitian ini memakai metode studi 

pustaka yang artinya pengumpulan data dilakukan 

dengan dokumentasi ataupub berkas dan meninjau 

informasi serta keterangan-ketarangan yang terbaik 

dari sebuah karya ilmiah yang mempunyai 

kemiripan dengan topik yang di teliti. 

5. Analisis Data 

Metode analisis preskriptif digunakan guna 

memberikan rekomendasi tentang tindakan yang 

perlu diambil guna mengatasi berbagai masalah 

tertentu. Metode ini dapat menghasilkan argumen, 

teori, atau konsep baru sebagai panduan dalam 

merampungkan permasalahan yang ada. Secara 

khusus, preskriptif berarti bahwasanya objek studi 

hukum melibatkan koherensi antara prinsip dan 

norma hukum, antara peraturan hukum dan norma 

hukum, serta antara perilaku individu dan hukum.17 

B. Sistematis Penulisan 

Sistem penulisan ini dibagi kedalam lima bab, 

dengan setiap sub-babnya akan mengulas secara detail 

mengenai tema dalam penelitian, sehingga 

pembahasan menjadi komprehensif. 

BAB I PENDAHULUAN, pada bab satu ini 

memuat hal-hal yang mengcakup tentang latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, 

Metode penelitian dan sistematika penulisan. 

 
17 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada 

Akhir Abad Ke 20, 2nd ed. (Bandung: Citra Adithya Bhakti, 2006). Hal 

20-21 
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BAB II LANDASAN TEORI, pada bab ini akan 

menjelaskan tentang teori pembentukan perundang-

undangan serta politik hukum dalam prespektif Civil 

Military Relations di Indonesai  

BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN 

MASALAH 1, pada bab ini akan menganalisis politik 

hukum di balik pembentukan perundang-undangan 

nomor 3 tahun 2025 serta menganalisis akibat hukum 

yang di timbulkan dari adanya perubahan tugas Militer 

dalam lembaga sipil di Indonesia. 

BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN 

MASALAH 2, pada bab ini akan menjadi pembahasan 

pokok yaitu politik hukum pembentukan undang-

undang nomor 3 tahun 2025 Prespektif Civil Military 

Relations di Indonesia  

BAB V PENUTUP.  Pada bagian ini maka 

menguraikan kesimpulan yang menunjukan hasil akhir 

dari yang mempunyai kesesuaian dengan rumusan 

masalah, tujuan masalah dan analisis dari bab-bab 

sebelumnya. Sedangkan saran akan berisi himbauan 

kapada para pembaca guna memberikan kritikan, 

informasi serta kegunaan dan dapat ditingkatkan 

menjadi kajian penelitian yang lebih bagus. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Penelitian ini secara keseluruhan bertujuan 

untuk mengkaji Politik Hukum Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang 

Tentara Nasional Indonesia dalam perspektif civil-

military relations di Indonesia. ditinjau dari aspek 

politik hukum sebagaimana dianalisis 

menggunakan kerangka teori Mahfud MD, 

penelitian ini menemukan bahwa pembentukan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 cenderung 

berkarakter ortodoks/konservatif, bukan 

responsif/populistik. Kesimpulan ini didasarkan 

pada temuan empiris atas empat indikator yang 

saling menguatkan, yaitu: (a) arah kebijakan 

hukum yang pada mulanya dilandasi urgensi teknis 

penyesuaian usia pensiun, namun kemudian 

meluas jauh melampaui urgensi awal tersebut 

hingga mencakup perubahan kedudukan TNI dan 

perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif; (b) 

konfigurasi politik yang tersentralisasi dan 

tertutup, tercermin dari persetujuan seluruh fraksi 

DPR tanpa penyeimbang yang berarti serta 

penggunaan forum konsinyering tertutup dalam 

merumuskan substansi krusial; (c) materi muatan 
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undang-undang yang secara konsisten memperluas 

kewenangan dan diskresi TNI, khususnya melalui 

perubahan Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53, tanpa 

disertai penguatan setara pada mekanisme 

akuntabilitas dan pengawasan publik; serta (d) 

kesesuaian yang parsial terhadap tujuan negara, 

yaitu sejalan dengan tujuan mempertahankan 

kedaulatan negara, tetapi berpotensi berketegangan 

dengan tujuan mewujudkan kehidupan bangsa 

yang demokratis dan partisipatif. 

ditinjau dari aspek civil-military relations 

berdasarkan kerangka teori Samuel P. Huntington, 

penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2025 menampilkan karakter yang 

ambivalen. Di satu sisi, struktur formal supremasi 

sipil tetap dipertahankan, antara lain melalui 

kewenangan Presiden atas angkatan bersenjata, 

mekanisme persetujuan DPR dalam pengangkatan 

Panglima TNI, serta larangan berpolitik praktis 

bagi prajurit aktif. Di sisi lain, substansi pengaturan 

yang memperluas jumlah kementerian/lembaga 

sipil yang dapat diisi oleh purnawirawan/prajurit 

TNI dari sekitar sepuluh menjadi enam belas 

instansi, perluasan kewenangan Operasi Militer 

Selain Perang ke wilayah yang secara tradisional 

menjadi domain sipil, serta lemahnya mekanisme 

pengawasan yang menyertai perluasan tersebut, 

secara substansial berpotensi melemahkan tiga dari 

empat indikator Huntington, yaitu profesionalisme 

militer, pemisahan ranah sipil-militer, dan kontrol 

sipil objektif. Kondisi ini oleh penelitian ini 

dimaknai sebagai fenomena reformasi semu 

(involusi reformasi sektor keamanan), yaitu 
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kondisi ketika kerangka hukum formal tetap 

mempertahankan retorika dan simbol reformasi, 

namun substansi pengaturannya justru membuka 

ruang bagi ekspansi peran institusional militer ke 

wilayah yang seharusnya menjadi domain otoritas 

sipil. 

Ketiga, kedua temuan tersebut saling terkait 

dan memperkuat satu sama lain: konfigurasi politik 

yang tertutup dan terkonsentrasi pada aliansi 

eksekutif legislatif (temuan politik hukum) 

menjadi prasyarat struktural bagi lahirnya materi 

muatan norma yang memperluas kewenangan TNI 

tanpa penyeimbang pengawasan yang memadai 

(temuan civil-military relations), sehingga kedua 

perspektif teoretis yang digunakan dalam 

penelitian ini terbukti bersifat komplementer dalam 

menjelaskan karakter Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2025 secara utuh. 

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa kedua 

tujuan penelitian yang dirumuskan pada Bab I telah 

tercapai. Tujuan pertama, yaitu mengeksplorasi 

dinamika politik hukum dalam proses 

pembentukan Undang-Undang tentang Tentara 

Nasional Indonesia, terjawab melalui analisis pada 

Bab III yang mengungkap bahwa proses legislasi 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 berlangsung 

dalam tempo yang relatif singkat, sebagian 

dilaksanakan melalui forum tertutup, dan minim 

partisipasi publik yang bermakna, sehingga 

menghasilkan produk hukum yang berkarakter 

ortodoks. Tujuan kedua, yaitu menganalisis 

substansi Undang-Undang TNI yang berlaku saat 

ini dari perspektif civil-military relations, terjawab 
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melalui analisis normatif pada Bab IV yang 

mengidentifikasi ambivalensi antara pemeliharaan 

struktur formal supremasi sipil dan pelemahan 

substantif terhadap indikator profesionalisme 

militer, pemisahan ranah sipil-militer, serta kontrol 

sipil objektif. 

Dengan demikian, kedua rumusan masalah 

penelitian, yaitu bagaimana politik hukum 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dan 

bagaimana perspektif civil-military relations di 

dalamnya, telah terjawab secara komprehensif dan 

saling melengkapi, sehingga tujuan penelitian 

secara keseluruhan tercapai. 

  

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan 

akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat 

sipil, serta pemangku kepentingan di bidang 

pertahanan dan keamanan dalam mengembangkan 

diskursus mengenai politik hukum dan hubungan 

sipil-militer di Indonesia. Temuan penelitian ini 

juga diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi 

terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2025, sehingga setiap kebijakan turunan 

yang dibentuk tetap selaras dengan prinsip negara 

hukum, supremasi sipil, profesionalisme militer, 

serta mekanisme checks and balances dalam sistem 

ketatanegaraan. Dengan demikian, penguatan 

sektor pertahanan nasional tidak hanya diarahkan 

pada peningkatan kapasitas pertahanan negara, 

tetapi juga tetap menjamin terpeliharanya nilai-

nilai demokrasi, akuntabilitas publik, 

penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan tata 
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kelola pemerintahan yang baik (good governance) 

sebagai fondasi negara demokrasi konstitusional. 

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan 

yang perlu diperhatikan dalam memaknai temuan 

yang dihasilkan. Pertama, penelitian ini 

menggunakan metode penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan konseptual dan perundang-

undangan, sehingga analisis yang dilakukan 

bertumpu pada kajian teks norma, dokumen resmi, 

dan literatur sekunder, tanpa didukung data primer 

berupa wawancara langsung dengan pembuat 

kebijakan, anggota TNI, maupun kelompok 

masyarakat sipil yang terlibat dalam proses 

pembahasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2025. 

Kedua, penelitian ini dilakukan pada periode 

yang relatif dekat dengan waktu pengesahan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, sehingga 

belum dapat menjangkau dinamika implementasi 

undang-undang tersebut dalam praktik, termasuk 

bagaimana peraturan pelaksana disusun dan 

bagaimana perluasan kewenangan TNI benar-

benar dijalankan di lapangan. Ketiga, proses 

pengujian formil dan materiil Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2025 di Mahkamah Konstitusi 

yang diajukan oleh sejumlah warga negara belum 

memperoleh putusan pada saat penelitian ini 

dilakukan, sehingga penelitian ini belum dapat 

mengakomodasi pertimbangan hukum Mahkamah 

Konstitusi yang berpotensi memberikan penafsiran 

otoritatif atas berbagai isu yang dibahas dalam 

penelitian ini. 
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Ketiga, penggunaan kerangka teori Mahfud 

MD dan Huntington, meskipun relevan dan banyak 

digunakan dalam kajian sejenis, tidak dapat 

mengakomodasi seluruh kompleksitas relasi sipil-

militer di Indonesia yang memiliki karakteristik 

historis dan kultural tersendiri, sehingga temuan 

penelitian ini perlu dibaca sebagai salah satu 

perspektif analitis, bukan sebagai satu-satunya 

kerangka penjelas yang bersifat final. 

B. SARAN  

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian 

ini merekomendasikan beberapa arah bagi 

penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian 

mendatang disarankan untuk melakukan penelitian 

hukum empiris dengan menggunakan data primer, 

misalnya melalui wawancara dengan anggota 

Komisi I DPR RI, perwakilan Kementerian 

Pertahanan/TNI, serta organisasi masyarakat sipil, 

guna memperoleh gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai dinamika dan motif di 

balik proses legislasi Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2025. 

Kedua, penelitian selanjutnya disarankan untuk 

melakukan kajian evaluatif terhadap implementasi 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 setelah 

peraturan pelaksananya diterbitkan, khususnya 

untuk menilai sejauh mana perluasan jabatan sipil 

bagi purnawirawan/prajurit TNI dan perluasan 

kewenangan Operasi Militer Selain Perang 

dijalankan sesuai dengan prinsip supremasi sipil 

dan akuntabilitas publik dalam praktiknya. 
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Ketiga, penelitian selanjutnya juga disarankan 

untuk mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi atas 

permohonan pengujian formil dan materiil 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 begitu 

putusan tersebut diterbitkan, guna memperkaya 

analisis mengenai konstitusionalitas norma yang 

menjadi objek penelitian ini. Keempat, penelitian 

mendatang dapat memperluas kerangka teoretis 

dengan mengintegrasikan pendekatan 

perbandingan hukum (comparative law), misalnya 

dengan mengkaji pengalaman reformasi sektor 

keamanan di negara-negara lain yang memiliki 

latar belakang transisi demokrasi serupa dengan 

Indonesia, guna memperkaya perspektif analisis 

civil-military relations dalam konteks 

pembentukan hukum pertahanan di Indonesia. 

Kelima, penelitian selanjutnya disarankan 

untuk mengkaji dampak implementasi Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2025 terhadap hubungan 

sipil-militer dalam jangka panjang, khususnya 

mengenai pengaruh perluasan peran TNI terhadap 

profesionalisme militer, efektivitas kontrol sipil 

demokratis, serta kualitas tata kelola pemerintahan. 

Kajian tersebut dapat dilakukan secara longitudinal 

sehingga mampu memberikan gambaran mengenai 

perkembangan hubungan sipil-militer setelah 

pemberlakuan undang-undang tersebut dan 

menjadi bahan evaluasi bagi pembentuk kebijakan 

dalam mewujudkan sistem pertahanan negara yang 

tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan 

demokrasi. 

Penelitian longitudinal tersebut dapat 

dilakukan dengan mengamati implementasi 
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undang-undang dalam kurun waktu tertentu, 

misalnya lima hingga sepuluh tahun setelah 

berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, 

sehingga dapat diketahui apakah perubahan 

kebijakan yang diatur benar-benar mampu 

meningkatkan efektivitas penyelenggaraan 

pertahanan negara tanpa mengurangi prinsip-

prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Selain itu, 

penelitian selanjutnya juga dapat mengukur 

dampak implementasi undang-undang terhadap 

pola koordinasi antara TNI dengan kementerian 

dan lembaga sipil, efektivitas pelaksanaan Operasi 

Militer Selain Perang (OMSP), serta pengaruh 

penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil 

terhadap independensi birokrasi dan kualitas 

pelayanan publik. Analisis tersebut juga penting 

untuk menilai konsistensi pelaksanaan undang-

undang dengan prinsip-prinsip civil-military 

relations yang demokratis, khususnya terkait 

profesionalisme militer, pemisahan ranah sipil dan 

militer, serta mekanisme akuntabilitas dan 

pengawasan sipil. Dengan demikian, hasil 

penelitian di masa mendatang diharapkan tidak 

hanya memberikan evaluasi terhadap efektivitas 

implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2025, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi 

kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based 

policy) bagi pembentuk undang-undang dan 

pemerintah dalam menyempurnakan regulasi 

maupun kebijakan pertahanan nasional agar tetap 

sejalan dengan prinsip negara hukum, demokrasi 

konstitusional, dan tata kelola pemerintahan yang 

baik. 
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